
 

 

Penafian 
Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan 
resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik 
Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan 
memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan. 

Yth. 1. Para Gubernur; dan        22 Juli 2019 
  2. Para Bupati/Walikota; 
        di seluruh Indonesia. 
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TENTANG 

PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI  

TERHADAP JABATAN BIDANG MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 
Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan yang kompeten, 

kompetitif, beretika, dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta guna membangun 
hubungan industrial yang harmonis di perusahaan diperlukan bagian SDM/Human 
Resources Departement (HRD) yang memiliki kompetensi sesuai dengan Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kemnaker sebagai instansi pembina teknis di bidang 
Manajemen SDM akan memberlakukan wajib sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang 
menduduki jabatan bidang manajemen SDM/HRD 2 (dua) tahun sejak diterbitkan Surat 
Edaran ini. Sertifikasi kompetensi dimaksud menggunakan skema sertifikasi kompetensi 
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan mengacu pada SKKNI bidang Manajemen 
SDM yang berlaku. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menghimbau 
seluruh perusahaan dan pihak terkait agar segera melakukan langkah-langkah persiapan 
untuk memulai sertifikasi kompetensi bagi pekerja yang menduduki jabatan bidang 
manajemen SDM/HRD pada perusahaan masing-masing. 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan. Atas perhatian Saudara, saya ucapkan terima 
kasih. 
 

Menteri Ketenagakerjaan 
Republik Indonesia, 

 
ttd. 

 
M. Hanif Dhakiri 

Tembusan: 
1. Menteri Dalam Negeri RI; 
2. Para Kepala Dinas Bidang Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota; 
3. Ketua Umum APINDO; 
4. Ketua KADIN. 


